
PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO 
NOMOR 12 TAHUN 2011 

TENTANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA MOJOKERTO, 

Menimbang 

Mengingat 

a. banwa memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (4) Undang­ 
undang Nemer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Undang­undang Nemer 
12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua alas Undang­ 
undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kola 
Mojokerto bersama Walikota Mojokerto telah menyempur­ 
nakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 
sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 
188/ 20340 /013/2011 tentang Hasil Evalliasi Rancangan 
Peraturan Daerah Kola Mojokerto tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan 
Rancangan Peraturan Walikota Mojokerto tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2011; 

b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf 
a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 tidak 
bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan 
perundang­undangan yang lebih tinggi; 

c. bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b, perlu dltetapkan Peraturan Daerah 
Kola Mojokerto tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kola Mojokerto Tahun Anggaran 2012. 

1. Pasal 18 Undang­undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945; 

2. Undang­Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah Kola Kecil dalam Lingkungan Propinsi 
Jawa Timur I Jawa Tengah I Jawa Baral sebagaimana telah 
diubah dengan Undang­Undang Nemer 13 Tahun 1954 
tentang Perubahan Undang­Undang Nemer 16 dan 17 Tahun 
1950 tentang Pembentukan Kota­Kota Besar dan Kota­Kota 
Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nemer 551); 



• 

3. Undang-Undang Nemer 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nemer 
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemer 3312) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nemer 12 Tahun 
1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nemer 62, 
Tambahan Lembaran Negara Nemer 3569); 

4. Undang-Undang Nemer 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nemer 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemer 3851); 

5. Undang-Undang Nemer 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nemer 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemer 4286); 

6. Undang-Undang Nemer 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nemer 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nemer 4355); 

7. Undang-Undang Nemer 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nemer 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nemer 4400); 

8. Undang-Undang Nemer 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nemer 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nemer 4421 ); 

9. Undang-Undang Nemer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik _Indonesia Tahun 2004 Nemer 125, 
Tambahan Lembaran Negara . Republik Indonesia Nornor 4437) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nemer 12 Tahun 
2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nemer 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nemer 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nemer 4844) ; 

10. Undang-Undang Nemer 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nemer 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nemer 4438); 

11. Undang-Undang Nemer 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 
5049); 

12. Undang-Undang Nemer 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nemer 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nemer 5234) ; 



13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas 
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan 
Keuangan Kepala Daerah dan Wakll Kepala Daerah (Lembaran Negara 
Republik, Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler den Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416); sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 
Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4712); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4502); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4576); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4614); 



24. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang lnvestasi 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan 
Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4972); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pemberian lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 
Pernarintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Ates Peraturan Menterl Dalam Negerl Nemer 13 Tahun 2006 
tentang Pedeman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang 
Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, 
Pengajuan, Penyaluran dan Laperan Pertanggungjawaban Penggunaan 
Bantuan Keuangan Partai Politik; 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 22 Tahun 2011 Tentang 
Pedeman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2012; 

31. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok- 
pokok Pengelelaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daarah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2008 tentang 
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 

32. Peraturan Daerah Kata Mojokerto Nomor 5 Tahun 2010 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Daerah. 

33. Peraturan Daerah Kata Mojokerto Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak 
Daerah. 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO 

dan 

WALIKOTA MOJOKERTO 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TENTANG 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2012 



Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sebagai berikut: 

1. Pendapatan Daerah 
2. Belanja Daerah 

Rp 469.803.138.700,00 
Rp 487.641.590.580,00 _ 

Surplus I (Defisit) Rp (17.838.451.880,00) 

3. Pembiayaan Daerah : 

a. Penerimaan 

b. Pengeluaran 

Pembiayaan Netto 
Slsa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenan Rp 0,00 

Rp 33.588.451.880,00 

Rp 15 750.000 000,00 

Rp 17.838.451.880,00 _ 

Pasal2 

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 
a. Pendapatan•asli daerah sejumlah Rp' 48.055.974.750,00 

b. Dana perimbangan sejumlah Rp 360.201.364.200,00 

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp 61.545.799.750,00 

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari 
jenis pendapatan : 

a. Pajak daerah sejumlah Rp 11.052.500.000,00 

b. Retribusi daerah sejumlah Rp 25.406.260.150,00 

c. Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah 
Rp. 3.000.000.000,00 

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp 8.597.214.600,00 

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis 
pendapatan : 

a. Dana bagi hasil sejumlah Rp 35.634.593.200,00 

b. Dana alokasi umum sejumlah Rp 309.102.871.000,00 

c. Dana alokasi khusus sejumlah Rp 15.463.900.000,00 

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c terdiri dari jenis pendapatan : 

a. Hibah sejumlah Rp 0,00 

b. Dana bagi hasil pajak dari propinsi dan pemerintah daerah lainnya sejumlah 
Rp 31.190.996.950,00 



c. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya sejumlah 
Rp 0,00 

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp 30.354.802.800,00 

Pasal3 

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari : 
a. Belanja tidak langsung sejumlah Rp 219.484.675.050,00 

b. Belanja belanja langsung sejumlah Rp 268.156.915.530,00 

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas 
jenis belanja : 
a. Belanja pegawai sejumlah Rp 172.343.199.000,00 
b. Belanja subsidi sejumlah Rp 150.000.000,00 

c. Belanja hibah sejumlah Rp 37.141.614.500,00 

d. Belanja bantuan sosial sejumlah Rp 718.000.000,00 

e. Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan 
Pemerintahan Dess sejumlah Rp 487.949.950,00 

I. Belanja tidak terduga sejumlah Rp 8.643.911.600,00 

(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis 
belanja : 

a. Belanja pegawai sejumlah Rp 34.358.253.750,00 

b. Belanja belanja barang dan jasa sejumlah Rp 120.940.376.700,00 

c. Belanja modal sejumlah Rp 112.858.285.080,00 

Pasal 4 

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari: 

a. Penerimaan sejumlah Rp 33.588.451.880,00 

b. Pengeluaran sejumlah Rp 15.750.000.000,00 

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis 
pembiayaan : 
a. Sise lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA) 

sejumlah Rp 31.338.451.880,00 
b. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp 2.250.000.000,00 

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis 
pembiayaan : 

a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp 3.000.000.000,00 



, 

b. Penyertaan modal 
Rp 12.750.000.000,00 

(investasi) pemerintah daerah sejumlah 

Pasal5 

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pesa! 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang 
tidak terplsahkan darl Peraturan Daerah lnl, terdiri dari : 

1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

2. Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut 
Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD; 

3. Lampiran Ill Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan 
Pembiayaan; 

4. Lamplran IV Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keseiarasan· dan keterpaduan 
Uruaan Pemerlntahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka 
Pengeiolaan Keuangan Negara: 

5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keseiarasan dan Keterpaduan 
Urusan Pemerintahan Oaerah dan Fungsi Dalam Kerangka 
Pengelolaan Keuangan Negara: 

6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; 

7. Lampi ran VII Daftar piutang daerah; 

8. Lampiran VIII Daftar pernyertaan modal (investasi) daerah; 

Daftar Perl<iraan Penambahaan dan Pengurangan Aset Tetap 9. Lampiran IX 
Dae rah; 

10. Lampiran X 

11. Lamplran XI 
Daftar perl<iraan penambahan dan pengurangan asset lainnya; 
Daftar keglatan-keglatan tahun anggaran sebelumnya yang belum 
diselesalkan dan dianggarl<an kembali dalam tahun anggaran ini; 

12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah; dan 

13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah; 

Pasal .6 
Wallkota Mojokerto dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya 
Jlka dalam keadaan darurat, dengan kriterla keadaan darurat sebagai berikut : 
1. bukan merupakan kegiatan normal dan tidak dapat diprediksi sebelumnya; 

2. tidak diharapkan terjadi secara berulang; 

3. berada diluar kendali; 

4. mengakibatkan dampak yang slgnifikan terhadap anggaran dalam rangka 
pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat. 



Pasal 7 

Walikota Mojokerto menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD. 

Pasal8 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah 
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. 

Ditetapkan di Mojokerto 

pada tanggal 28 Desember 2011 

WALIKOTA MOJOKERTO 

ltd. 

ABDUL GANI SOEHARTONO 

Diundangkan di Mojokerto 

pada tanggal 28 Oesember 2011 

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO 

ltd. 

Ir. SUYITNO. M.Si 
Pembina Utama Madya 

NIP. 19580101 198503 1 031 

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2011 NOMOR 4/A 



Salfnan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

PUDJI HARDJONOj SH 
NIP. 1960072919850 1 007 

User
Typewritten text
ttd


